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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan peraturan daerah di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan menganalisis 

secara deskriptif data yang penulis peroleh dari observasi, wawancara, studi 

kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penulis 

dapat disimpulkan bahwa pelaksana dari implementasi Peraturan Pemerintah a quo 

adalah DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya. Kedua instansi 

tersebut melaksanakan bentuk partisipasi masyarakat berupa penyampaian aspirasi, 

rapat dengar pendapat umum (hearing), sosialisasi rancangan peraturan daerah, dan 

sosialisasi peraturan daerah. Peserta yang mengikuti agenda tersebut hanyalah yang 

diundang oleh Pemerintah Kota Surabaya/DPRD Kota Surabaya, bukanlah 

masyarakat umum. Berdasarkan hasil analisis penulis, pelaksanaan bentuk 

partisipasi masyarakat belum maksimal karena masih belum tersosialisasikannya 

peraturan daerah secara tepat sasaran. Kendala dalam pelaksanaan 

sosialisasi/hearing antara lain pandemi Covid-19, kurangnya pemahaman 

masyarakat terkait peserta dan macam sosialisasi, tidak datangnya pihak yang 

diundang, belum adanya peraturan/SOP khusus perihal partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan peraturan daerah, administrasi data rekapitulasi jumlah bentuk 

partisipasi masyarakat yang kurang baik, dan pelaksanaan sosialisasi/hearing yang 

belum konsisten. Pihak pelaksana tetap mengupayakan berbagai cara untuk 

mengatasi berbagai kendala tersebut, seperti mengoptimalkan penyelenggaraan 

agenda via daring, menyediakan akses sebanyak mungkin dengan memanfaatkan 

berbagai media termasuk laman JDIH Surabaya, mengirimkan laporan hasil 

sosialisasi/hearing kepada para pihak, mencanangkan adanya SOP terkait 

partisipasi masyarakat, mengoptimalkan adanya perbaikan administrasi yang lebih 

baik, dan memfasilitasi bentuk partisipasi masyarakat dengan baik, serta 

menghadiri agenda-agenda yang diselenggarakan oleh perwakilan masyarakat. 
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